
BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja  Badan  Pendapatan  Daerah,  dan  dalam  rangka  lebih
meningkatkan  efektivitas kinerja  pegawai dilingkungan Badan
Pendapatan Daerah, dan kepastian terhadap ketentuan yang
berlaku,  maka  Peraturan  Bupati  Nomor  17  Tahun  2011
tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati  Nomor
17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif perlu diubah untuk disesuaikan kembali;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada  huruf  a,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang
Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  17  Tahun
2011 tentang  Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang Penetapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di  Kalimantan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  352),  sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959  Nomor  72,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004



Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Pertanggung  Jawaban  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2015  tentang
Perubahaan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor  58,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2010  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2016  tentang
Ketentuan Umum dan Tata  Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016 tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaima  telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Ketapang  Tahun  2016  Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor
59).



MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA  PEMBERIAN  DAN  PEMANFAATAN  INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Ketapang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati  Ketapang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 4), diubah sebagai
berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan  Pasal  1  angka  6  dan  angka  7  diubah,  sehingga  berbunyi  sebagai
berikut :

6. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;

2. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Pemberian  dan  pemanfaatan  insentif  pemungutan  pajak  dan  retribusi
dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepatutan,  kewajaran,  dan  rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya  tanggung  jawab,  kebutuhan,  serta  karakteristik
dan kondisi objektif daerah.

3. Ketentuan Pasal 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor
17  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif
Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Berita  Daerah  Kabupaten
Ketapang Tahun 2014 Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penerima  Insentif  adalah  SKPD  pelaksana  pemungut  pajak  daerah  dan
retribusi daerah, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan pihak-pihak
lain yang membantu pelaksanaan pemungutan. 

(2) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Badan Pendapatan Daerah selaku instansi pelaksana pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah.

b. Instansi  lainnya  yang  melaksanakan  pemungutan  pajak  daerah  dan
retribusi daerah.

(3) Bupati  dan  Wakil  Bupati  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  selaku
penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah.

(4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.



(5).  Pemungut  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  tingkat  desa/kelurahan  dan
kecamatan,  kepala  desa/lurah atau sebutan lain  dan camat,  dan tenaga
lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi  Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Nomor 4)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Pearaturan
Bupati  Ketapang  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten
Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 6 Januari 2017

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 6 Januari  2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

                                 ttd

                       M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya


